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a. bahwa dalam rangka transparansi dan tertib
administrasi penggunaan anggarao pada Pemerintah
Daerah, perlu dibuat aua'tu sistem pelaporari yang
memadai, schingga tujunn pembangurian dalam
penyusunan Anggaran dan Pendapatan 'Belanja
Daerah, dapat tcrcapai; .

b. bahwa transaksi pendapatan, belanja dan
pernbiayaan dalam bentuk barang. dan jasa 'harus
dilaporkan dalarn Laporan Rcalisasi Anggaran dengan
cara menaksir nilai baraqg dan jasa t,~sebut pada
tanggal 'tr;w..~aks:i; .

c. bahwa Interpretasl Pernyataan Standar Akuntansi
Penrerintalran (IPSAP) Nomor 02 dalam Lampiran I
Pcraturan Pcrnerintah Nomor71 Tahun 2010 tentang
Slaudar Akuntansi Pemerintahan rncnyatakan
"pengakuan pendapatan diten1.ukan ,eieh Bendahara
Uml'lm Daerah seba'g~pcmcgang otoritas dan bukan
sernata-mata oleh Rekening Kas Umum Dacrah
sebagai salah satu tcmpat penamp1JIl~annya;

d. 'bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalarn huruf a, huruf b, dan hUM c.perlu
mcnetapkan Peraturan Bupati teniang Mekanisrne
Pcngesahan Pendapatan Bcrupa Uang -atau
Barang/Jasa,/Surat Berharga yang ditcrima langsung
oleh ,~atuan, Kerja Pcrangkat Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahuri 1959 tcntang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor3 Tahuri
1953 tentang Pcmbcntukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan [Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran ~egara
Rcpul1Lik Indonesia Nemer 352) sebagai Undang­
Undang [Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahurr
1'9SQ N(1Tnflr 72, Tarnbahan Lembaran Ncgara
R,epublib: Indouesia Nornor 1820);

Mcngingat

Menimbang

PROVlNSlKALDnANTANSELATAN

PERATURANBUPATlHULUSUNGAITENGAH
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG
ME"'KANISME PENGESAHAN PENDAPATAN'BERUPA UANG ATAU
B.A:RANG/ JA~/SURAT BERHARGA YANG.PITERIMA LANGSUNG

OLEH SATUAN KERJA.PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
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2._ Undang-Undeng Nornor 17 Tahun 2003 ten tang
Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nemer 47. Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 'rabun 2·004 tentang
Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republlk
Indonesia Tahun 200.4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia.Nomor 4355);

·4. Undang-Undang Noma. 15 Tahun 2.004 tenter'g
Perneriksaan Pcngelolaan 'dan Tanggung .Jawab
Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nemer 66, Tarnbahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4400);

.5. Peraruran Perneriritah Nomor ]2 Tahun 2017 tentarig
Pernbinaan dan Pengawasan Penyelcnggaraan
Pemerintah .Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia T~UD 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun .2019 'tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lernbaran Negara
Republik indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia.Nemer 6322L

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun2010tentang
"Standar Akurrtansi Pemerintahan (Lembarari Negara
Republik Indonesia Tahun 20] 0 Nornor 123,
Tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia
Nomor 5165) ;

8_ Peraturan Pemerintah Nomor27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tarrun 20] 4 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun, '4020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 'Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Mllik Negara/Daerah (Lembaran.
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142.
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nornor 65:23);

9_ Pemturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 19 Taliun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah [Berita, Negaro, Repmblik l:ridODt,;;ia "Fahun
2916 Nomor 547h

10.Peraturan, Menteri Dalan Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknls Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia TRh1.ID
2020-Nomor 1781);

11.Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 39
Talrun 2016 tcntang Kebijakan Akuntansi Pernerintan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan ·Pefamran
Bupati HuluSungai Tengah NomOI: 68 'I'ahun 2020
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN SUPATI TENTANG MEKANlSME
PENGESAHAN PENDAPATAN BERUPA UANG ATAU
BARANG/JASA/SURAT BERHARCA YANG DITERIMA
LANGSUNG OLEH SATUAN kERJA PERANGKAT DAERAFl.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah. Daerah adalah Kepala Daerah. sebagai unsur

Penyclenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah
Otonom.

3. Bupati adaJah Bupati Hulu Sungiri Tcngah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjuinya disebut APSD

adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan perda,

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilinglrungan Pemerintah
Kabupaten.Hulu Sungai Tengah.

6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat
pemegang kewenangan pen&,ot.maan anggaran unruk melaksanakan
tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

7. Kuasa PAyang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakari sebagian kewcnangan PA dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

8. Pejabat Pengelola Kenangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD
adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBDdan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

9. Bendahars Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
PPKDyang berrindak dalarn kapasitas sebagai BUD.

10.Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang selanjutnya diaingkat; PPK SKPD ado.lab pejllbal yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPO.

11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening ternpat penyimpanan
uang daerah yang ditenrukan oleh Kepala Daerah uotuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah pade, bank )-ang direraptcan,

1.2. Rekening penerima hibah I!ulgsung adalah rekaning ternpat
penyirnpanan uang yang ditentukan oleh Kepala SKPD atau unit kerja
uotuk menampung seluruh pcncri:maan hibah langsung dan
digunakan unruk mernbayar pengeluaran belanja/pembiayaan
langsung.

len tang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu
Suogai Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Kcbijakan Akuntansi Pemerintan Daerah;

12. Peraturan Bupati Hulu Suogai Tengah Nornor 40
Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
daerah.
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13. Hibah adalah pendapatan berupa uang/barang/surat berbarga atau
jasa dan pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perusahaan
daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. yang secara
spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan
tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan
untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

14. Surat Perayataan Tanggung Jawab yang selanjutnya disingkal SPTJ
adalah. Surat Pemyataan yang diouat olen Pfl.jKuasa PA yang
menyatakan bertanggungjawab penuh atas seluruh pendapatan
langsung dan belanja terkait, pendapatan langsung serta
pengernbalian pendapatan.

15. Surat Pernyataan Telah Meoerima Hibah Langsung yang selanjutnya
disebut SPTMHLadalah Surat Pernyataan Tanggungjawab Penuh atas
Penerirnaan Hibah Langsung danj atau be!anja terkait hibah langsung
(beJanja yang bersumber dari hibab langsung/belanja barang untuk
pencatatan persediaan dari hibah belanja modal untuk pencatatan
aset retap/aset lainnya dari moab, dan pengeluaran pembiayaan
untuk pencatatan surat berharga dati hibah) yang ditandatangani
oleh PA.

16. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Bclanja yang
seJanjuthya disebut SP3B adalah surat permintaan pengesahan yang
diterbitkan oleh PA pada SKPD kepada Bendahara Umum Daerah
untuk mengesahkan pendapatan dan atau bclanja berupa uang yang
digunakan langsung.

17. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disebut
SP2B adalah sural yang ditcrbitkan oleh Bendahara Umum Daerah
untuk mengesahkan pendapatan dan atau belanja berupa uang
berdasarkan SP3B.

18. Memo Pencatatan Hibah Laogsung Bentuk Barang/jasa/Burat
Berharga sela.njutnya di sebut MPHL-BJS adalah dokumen yang
diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk
mencatat/rnembukukan pendapatan hibah Iangsung untuk
pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal unruk pencatatan
aset tetap/aset Iainnya dan hibahj pengeluaran pembiayaan untuk
pencatatan surat berharga d.ari hibah.

19. Persetujuan memo Pencatatan Hibah Langsung berupa
Barang/.Jasa/Surat Berharga selanjutnya disebut Persetujuan MPHL­
BJB adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD sebagai persetujuan
untuk mencatat pendapatan hibah langsung berupa
barang/jasaj surat berharga dan belanja barang unruk pencatatan
persediaan dan hibah. bel~njA modal untuk pencatatan aset
tetap/aset lainnya dati bibah dan pengeluaran pembiayaan untuk
pencatatan surat berharga dari hibah..

Xl. Aplikasi Data Keuangan adalah sebuah aplikasi computer berbasis
akuntansi 1<cuangan yang bcrfungsi sebagai pencatat data
pengeluaran dan pemnsukan serta menganalisa berbagai jurnal
akuntansi dan transaksi keuangan yang dilakukan sehari-hari.

21. Jumal Akuntansi adalah media pencatatan yang rnenggunakan
klasifikasi akun dalam Bagan Akun Standar yang sccara urnum
digunakon dalam penyusunan Laporan Keuangan Pcmerintah Daerah.
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Pasal4

(1) Pejabat penandatanganan SP,:;IBadalah PApada SKPD.
(2) Periode penyampaian SP.3Bke BUDadalah paling lama pertriwulan,

(3) SP3B disarnpaikan ke BUD yang dilarnpiri dengan :
a. SPT-J yang ditanda tangani oleh kepala SKPD dengan format
sebagaimana tercantum dalam Larnpiran angka. 2 yang merupakan
bagian tidak. terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. Berita acara pemerlksaan kas y~g ditano.atangani oleh Bendahara
yang ditunjuk /Pl!jabat keuangan SKPD .dengan format
sebagaimana tercanturn dalarn Larnpiran angka 7 yang merupakan
bagian tak terpisahkan dariPeraturan Bnpati ini;

c. Rukti pengembalian uang dan pendapatan langsung (apabila
menurut peraturan p.erundang-Ul1d~gan saldo uang heros
dikembalikanl; dan

.:LCupy reko.ningkg=- terakhir at~s rekening penyimpanan uang dari
pendapatan langsung.

(4) Format SP3B sebagaimana tercantum dalam Larnpiran angka 1 Yang
merupakan. bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati irii,

BAB III

PENERBITANDAN PENYAMPAIANSP3B

Pasal3
(1) Penerima Hibah harus melaperkan kepada Pemberi Hibah mengenai

penyimpanan uang yang menghasilkan bunga.
(2) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksu.d pada ayat (1), pemberi

hibah ternyata menyerahkan seperruhnya atau tidak menanggapi
laporan dan 'p=eriroa hibah, maka bunga rekening tersebut
dilapcrkan ke PernerintahDaerah . .

(1) Lingkup Peraturan Bupati inimeliputi:
a. Pendapatan berupa uang yang diterirna- SKPD yang digunakan

Iangsung oleh, SKPD tanpa harus disetor terlebih dahulu ke kas
Daerah; din

b. Pendapatan .hibah berupa barang / jasa /sura.f berharga yang
diterima SKPD.

(~) Pendapatan sebagairnarra dimaksud pada ayat (1)meliputi :
a. Pendapatan hibah berupa uang atau. barang/jasaysurat berharga;

dan
b. Pendapatan langsung lairmya yang; rnerrurut peraturan perundang­

undangan harus' disajikan dalam Laporan. Keuangan SKPD dan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal2

BAB tt
RUANG LINGKUP
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(1) BUD menerbitkan perserujuan MPHL-BJS berdasarkan MPHL-BJS
yang diajukan oleh SKPD setelah dilakukan pengujian.

Pasal7

Atas pcndapaten hibah dan belanja Ip~mbiayaan langsung berupa
barang/ Iasa/surai beharga, PAmembuat dan menyampaikan MPHL­
BJS ke BUD dengan dilarnpm SPfMHLbcrupa Barang /Jasa/Surat
Berharga sebagaimana diatur dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak tcrpisahkan dan Peraruran Bupati ini.

Pasal B

BABV
PENYAMPAIAN DAN PENERBITAN MPHL..BJS

Pasa16

(1) Penyampaian MPHL-BJSke BUD dilakukan pada tahun anggaran
berjalan setelah dilakukan pengesahan peucrimaan hibah langsung
berupa / jasa / surat berharga ke PPK.

(2) Penyampaian MPHL-BJS ke BUD sebagairnana dimaksud pada ayat
(l) dilak...ukanpaling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.

(3) Format MPHL-BJS adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
angka 5 yang mcrupakan bagian t.ak terpisahkan d.ari Peraturan
Bupati ini.

(1) BUDmcnerbitkan SP2B berdasarkan SP3B yang diajukan SKPD.

(2) SP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setclah
dilakilkan pengujian terhadap SP3B.

[3) Pengujian sebagalmana dirnaksud 'pada ayat (2)meliputi:
a. Memeriksa kelengkapan lampiran sebagaimana dimaksud dalarn

Pas,al 4 ayat (3);

h. Merneriksa kebenaran penulisan, termasuk tidak boleh terdapat
cacat dalam penulisan;

c. Memeriksa kesesuaian pcncantuman pendapatan dan beJanja pada
SP3B dengan SP'I'J; dan

d. Mencocokarr tanda tangan PA pada SP3B dan tanda tangan kepala
SKPDpada SPTJ dengan specimen tanda tangan.

(4) PPK -SKPD dan PPKDrnclakukan pembukuan atas pendapatan dan
belanja berdasarkan SP2B. .

(5) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
dengan menggunakan Aplikasi Keuangan Daerah berupa jurrial
akuntansi.

(6) Format SP2B adalab sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka
3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasa15

BABIV

PENERBITAN PENCATATAN SP2B
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BERlTA DAERAH KABUP.ATEN HUr;.u SLJNGA1-TENGAH TAHlJN 2():l1
NOiYiO'R ""bS .

Diundangkan di Barabai
pacta tanggal ~ t;e;>t..~ ..lO:l.1

l'f<;NJABAT SEKRETARlS OAERAH,

AULIA OKTAFIANDr

Ditetapkan eli Barabal
pada tanggal !j ~epi:unh2.r .:lO.:z.,

BUPATI HULU SUNGAI1.'ENGAH,

Peraturan Bupati i"nimulai berlaku pada tanggal diurrdangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, mcmcriruahkan pengunoangan
Peraruran Bupari ini dcngan pcncrnpatannya dalarn Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tcngah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(2) Pengujian MPllL-B,JS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
<1.. Pemcriksa kelengkapan lampiran sebagairnana dimaksud dalam

Pasal o;
e. Pemcriksa. kebcnaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh

terdapat cacar dalarn perrulisan;
c_Penguji kesesuaian randa tangan pada MPHL~B.ISdengan specimen
tanda tangan;

d. Pencocokan .nornor register pada MPHL-BJS dengan nornor register
yang dicantumkan dalam SPTMHL;

e. Penguji kesesuaian pencantuman pendapatan dan belanja pacta
MPf~',.._l:lJSdengan SPTMH(,,; dan

f. Perncriksa jumlah pendapatan hibah langsung berupa barang/jasa
Isural berharga sehingga sarna dengan jumlah belanja barang,

(3) Format Persetujuan MPHL-BJS.adalah sebagaimana tercanturn dalarn
Larnpiran -angka 6 yang rnerupakan bagian tidak ierpisahkan dan
Peraturan Bupati tnt
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'lIP _..__ (22)
, _.._ , .

(20) ... , tanggaI scpcrti diatas
Kcpala SKP-D (2 1)

Program. kegiatan
xx. xx (l3)

~,..........,-B:::.:;ELAN.J~~A:-__
~Qd~_~eniDg lumlah
. . (161 Rp (17)

PENDI'\.PATAN
Kade Rckening -Jurnlah
................. _ ..(14) Rp

................... /(5)

UnJSOn

.Jurnlnh Rp Jumlah Belanju Rp (1'!l)
P(md~pat::::an:::...._ _L..:...~•._:: (18)

SURAT PERMtNTAMrpF:NCESAHAN PENDAPA1'AN DAN BI::LAN.JA (SP3B)
Tanggal : (02) Nomor (03)

Kepala SKPD (04) Memohcn kepada :
Bcndahara Umum Daerah sclaku PPKD
Agar rnengcsahkan dan rnembukukan pendaparan dan bclanja dana ..
scjumlah

I. SaldoAwaJ Rp _ (05)
2. Pcndapatan Rp _ _(06)
3. Bclanja Rp (07)
4. Saldo Akhir Rp (.O:::_l):::!)!___

Untuk Bulan (09) Tahun Anggaran
........................... (10)
Dasar Pengesahan
Numa Unit
............................ (11)
................... (12)

I. FORM liT SUJ~T pERMJN'fAAN PI::NUl:.'SAHAN PENDAPATAN DAN BBLAN.1A
(SP3Bj.

KOP SKPD ...... (01)

LAMPIRAN PERATURAi'l BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 3l? TAHUN 20'21
TEi'iTAt"lG
MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN BERUPA UANG
ATAU DARANG/ JASA/ SURAT BERHARGA YANG
DITERIMA LANGSUNG OLEH SATUAN KERJA
PERANdKAT DAERAH
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(15) Diisijumlah nominal rupiaJi untuk kode rekening pendapatan;
(16) 'Oiisi jumlah nominal rtrpiah untu seluruh pendapatan;
(17] Diis! kbde rekcning belanja:
(18) Diisijumlah nominal rupiah l:l,n~ukkode rekening bc1anja;
(19) Diisi jurnlah nominal rupiah untu seluruh belanja;
(20) Diisi. lolcasiinstansi penerbit ,SP3B dan tanggal peneroitsn- Sp3B;
(21) OiisinamaKepala SKPD
(22) Diisi niP Kopala SKPD

(14) Diisi kode rekenin!;5pendapatan;

Diisi kode kegiatan ( dua digit.]
Diisi kode program ( dua digit 1

(13) xx

(lQ) Diisi dengan kode program dan.kegiatan SKPD;

ntisi jumlah belanja yang telah dibayar dati !<asUiiit
Dill;ijumlah s;<>l.cio- a.khU: ( =ld.!> awal + pendapatan - belanja )
Diisi p.eriode bulan berkenaan;
Diisi Tahun Anggarar; berkenaan:
Diisi dasar penerbitan ,SP3B, antara lam : Nomor Pcmerintab Daerah
telltang.AP80,/ Perubahan APBD, dan Nomor serta tanggal DPA- SKPD

(06)
(07j
(08)
(09)
PO)
(11)

(01) Diisl Urman nama SKPDKabupaten
(02) Diisi tanggal SP3B
(03) biisj nomor SP3B

(04) Diisi nama SKPDKabupaten
(O!?)'Diisi jumlah saldo akhir pada 'SP2B bulan sebelu mnya. Khusus untuk saldo

.Iarruari Tahun An~an 2015 cliisijumlah nihil dalam rangka pengajuan SP3J,
Diisijumlah pendapatan. yang telah diterima diterima Kas Unit

'TATA CARA BENGIStAN FORMAT SP3-B
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KOPSKPD (IJ. _., _ .... _ .

SURATPERNYA~AANT&~GGUNGJAWAB
Nomor ..·..... ·..... ·....L ...'.....·............•........(2)

1- Nama........•....•.................................. (3)
2. Kode Organisasi ................................ (4)
S.. Kegiatan .......................... : ................. (5)

Yang bertanda tangandibawah ini....................'(6)

Menyatakan bahwa.saya bertanggungjawab atas semua realisasi pendapatan yang
telah diterima dan belania yang telah dibayarkan .kepada yang behak rnenerima,
yang dananya bersumber da,O dana ................... :.....{?) dan ... .
digunakan langsung ohih Unit pada Bulan ...,..........................(8)Tahurr'Anggaran
._... :.............. (9) dengan rincian 'sebagai berikut :

PENDAPATAN BELAN.JA
KodeRekening I Jumlah Kode Rekening Jumlah
............... ..... (10) .... - ............ -, .. (11) .~--........-.....-.. (12) .................... (l3)

Jumlah RP ........... (14) -Jumlah RP.... ··..·.. ·.. 1l5)
Pendapatan 'Pendapatan
E'engembali?Ulsisa Perjdapataii sebesar Rp........................... (16)

Bukti-bukti pendapatan. dan atau,belania c1iatasdisimpan sesuai ketentuan yang
bertaku untuk kelengkapan administrasi dan keper1uan perneriksaau aparat
pcng<l~s.
Apabila. dikemudian han. terjadi kerugian daerah, saya bertanggung jawab
scpcrruhnya eras kerugian daerah dimaksud dan dapat dltuntul·pen~~nti.an
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dcmikian Surat Pernyataan Ini dibuat dengan.sebenarnya ..

'K~p~~iici~'::::::::::::::::::::::::::::::.erl)

mP:::::::::::::::: ::.:::.::::::::::::::::::~:.. (lS)
-

2. FORMAT SURAT PERNYATAANTANGGUNG JAWAB
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1. Diisi uraian Nama SKPD;

2. Diisi dengan nomor SPTJ Unit eli SKPD yangbersangkutan:

3. Diisi nama Unit pada SKPD yang bersangkutan;

4. biisi kode Unit pada S.KPDyang bersangkutan;

5. Dlisinama kegiatan;
6. Diisi dengan nama KepalaUnit yang bersangkutan:

7. Diisi sumber pendapatan:

8. Dustdengan bulan berkenaan;
9.. Oiisi dengan Tahun Anggaran berkenaan;
10. Dfisi kcde rekenirig pendapatan sesuai dengan yang ada pada Aplikasi

Data Keuangan:
11. DiisijumJah realisasi pendapatan;

12. Diisi kode rekening belanja sesuai dengan yang ada pada Apl.i.bsi Data
Keuangan;

13. Diisijumlah realisasi belanja;
1.4;. Diisi total jumlah pendapatan;

15. Diiai total jurnlah belanja;

16. Diisi jumlah pendapatan yang telah diterima yang dikcmbalikan. ke.pihak
yang memberi;

17. Diisiternpa dan tanggal diterbitkannya SPTJ; dan

18. Diisi Nama dan N"1p Kepala UniL

TATA CARA PENGlSlAl.~ FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
(SPTJ)
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SKPID .•....••.•••..•.•. 111
SURAT PENGESAHAN
PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B)

NeIDorSP2B Unit" :............ (2) Nama BUD :..•...... (2)
-Tanggal :.......... (3) Tanggal : ........... (3)
Kode dan Nama SKPD : ............ (4) Nomor :.......... (4)
Nama: Unit :............ (5] TahUD Anggaran : ....... (5)

"Tclah disahkan pendapatan dan belanja sejumlah :

SaldoAwal Rp .- ..................... -... " ....-...-
Pendapatan R ..,...... - ......-........_ ..............p
Belanja Rp ......................................
Saldo Akhir Rp ..~......-~....~...-.............. -....•

- ...... (14) ........... tanggal ......
................ (15) ....................

............................. (16) ..........
NIP................. (17) ..........................

KOP 'SKPD lCOP

3. FORMAT StIRKI' PENGESARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B)
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I. Diiisi 'urain Nama SKPD;

·2. Diisi dengan. nOpJorSP3B uiiit;
3. Dii:ri-dengan tanggal SP3B unn:

4. Dilsi dengan Kode dan Nama SKPD yang bersangkutan;

5. Uiisi dengan nama Unit pada SKPDyangbersangkutan;

6. Diisi dengan nama BUDi
7. Diisi.tanggal penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja(SP2B);
8. Dus! dengan nomor penerbitan SP2B;

9. Diisi dengan tahun anggaran pCllcrbitan.SP2Bj

10. Diisi dengan jumlah Saldo Awal)lB.ngtercantum pada SP3BUnit;

11. Diisi dengan jmnlah pendapatan y~g tercantum dalam SP,3BUnit;
1"2. Du·si.dengan belanja yang tercantu n dalam SP3B Unit;

13. Diisi dengan jumlah Saldc Akhir yang tercanturn pada SP3B Unit;

14. Diisi dengan nama kota tempat dan tanggal 'panerbitan SP2B Unit;

15. bHsi dengan nama jabatan tEUD);

16.. Diisidengan derrgannama BUD;dan

17. DiisiNIPBOD yang bersangkutan,

TATA CARA -PENGISIAWFORMAT SP2B
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Nama (25)
Nt? (26)

Untuk kelengkapan administrasi dan kepertuan pemeriksaan.

Demikian Sural Pernyataan dibawah ini dengan sebenarnya .

.... ('24) tanggal, bulan, tanu­
PenggunaAnggaran/
KuasaPenggunaAnggaran

Bukti-bukti terkait hal tersebut di atas dlsirnpan sesuai ketentuan yang berlaku
pada satuan Kerja (23).

anpa me Ul cnzan nncian se azai ;

Realisasi

Alrun
s.d Bulan Bulan ini s.d Bulan

Sis:;!.Pagu Lall.l ini

Pendapatan
(11) (12) (13) (14) 151. 161
Belanja
(17) (18) (19) (20) (21) 22)

b . berikutlal . BUD dT

Bertanggungjawao penuh atas segala penenmaan hibah berupa .•. (7)Yang
diterlma langsungdan
Pemben H3bah (8)
Tanggal & NomOI" Perjanjian Hibah .....•......................................... (9)
NilaiHibah (10)

: ..........•....•......•.••.••.• (4)
: (5]
: ............•.................. (6)

Organi=si
UnitOrganisasi
Jabatan

Menyatakan bahwa saya atas nama:

Nomor : ...............•...••. (2) •••.•..•••......•.•.................•... :J:ang.,<>al(3)

SURAT PERNYATAANTELAH MENERlMA HlBAH LANGSUNG (SPTMHL)
'I:I\NPA M8LALUI BUD

KOP SKPD (1)

4. FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA H1BAH LANGSUNG
(S",.MHLI TANPA MELALUl BUD
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NQMOR URA1AN PENOISlAN

I. Diisi uraian nama Sl\PD
2 Diisi Nomor SPTMHL
3. Diisi Tanggal $PTMHL
<I. Di'isi N= Orgarrisnul

S. Diisi NamaUnit Organisasi
6. Oils. NamaJabatan
7. Diisi Jcnis hibah yang diterima
a Diisi Nama Pemberi Hibah
q Diisi tanggal dan nomorpcrjanjian
10. Dusi nilaihibah yang diterima
1.1.. Diiai akun pendapatan hibah eesuai Staridar Akutariss Pemerintahan
12 Diisi Pagu pendaparan hlbah
13. Diisi realisasi pcndapatan hibah s.d bulan Ialu
14. Diisi realisasi pendapatan hibah bulan ini
15. Diisi reatisasi pendapatan hlbah s.d bulanini
16. Diisi sisapagu pendapatan hibah yang belumterealisasi
1,7. Diisi akun belanja sesuai Standar Akuntansi Pernerintah
1& DHsipagu belania
19. Diisi realisasi belanja s.d bulan lalu
20. Diisi realisasi belanja bulan inl
21. Dust realisasi belanja s.d bulan ini
22 Diisi sisa pagu belanja yang belum terealisasi
23. Dtisiuraian namaSatker
24. Diisi nama tempar satker dan tanggal penerbitan SPTMHL
25. Diisinama PA/Xuasa PA
26. Diisi NIP PA/Kuasa PA

PETUNJUK ?ENGlS1AN SURA'!' PERNY.~TAAN TELAH MENERIMA RIBAR
LANOSUNG (SPTMHL) TANPA MELAl..U1 BUD
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MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNO BENTUK BARANG/JASA/SURAT
BERHA_RGA (MPHL-BJS)

Tanggal : ....................... (2) Nornor ......................... _...... (3)

Bendahara Umum: Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Agar melakukan pencatatanatas penerimaan hibah langsung bentuk/jasa/surat
berharga
Tahun Anggaran .....•.•.•...........•.•.......... (4l
Dasar Pencatatan : Satker Kewenangan Nama Satkcr
....................._------_ ......-.,- .............. X;'OC]O~XA.~ ..·'(.lo(Joooo'x
... (5)

Fungsi, Output, Lokasi, Jeni" 8elanja
x..'O<XXX:.xx.lCX.= (8)

:;''umber Dana : =Ixx (9)
Nomor Register :=(10)

BELANJA PENDAPATAN
Kode Rekeninz LJumrab Kodc Rekeninz Jumlah

ii'ii............IRp......... ~.. (12) ........ ----- ...... ( Rp ......... (15)
141

.Jumlah Rp ............ (13) -Jurnlah Rp....·.······l16j
Pendapatcu1 Pendapatan

Kepada Bendahara Umwn Oaerah
untuk dibukukan seperlunya Yairu :.............................. _..... (17)

.........._-_ .......................... -.--..
(18) Pengguna Anggaran
............•...............•... (19)

............_--_ ............................................
NIP ............................................ (20)

-

KOP SKPD 111

BENTUK5. FORMAT MEMO PENCATATAN HIBAH LANOSUNG
BARANO/JASA/SURAT BERHARGA (MPHL-BJS).
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1.Diisi Uraian
2. Diisi tang(lal diterbitkan MPFf[...BJS
3. Diisi nomorMPHL-BJS
4. DiiSi Tahun Anggaran
S. Diisi daftar diterbitkannya MPHL-BJ$~yartu : Peraturanlsupari Nomor .
6. Diisi kode salker, kode kewenangan, sertanama satker penerima hibah
7. Diisi Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Eselon, Program
8.Diisi kode kegiatan, output, lokasi, jerris belanja. Untuk kegiatan dan output
yang-ada padasatuan kerja berkenaan yang paling sesuai dengan maksud dan
tujuan Penerirnaan.hibahbarang/jasa/' surat bcrharga

9. Diisi sumber dana dan CD.fI). penarikan
10. DiiSinomor register
11.Diisi nornor akun belanja sesuai yang' ada pada Aplikasi Datakeuangan
12.Diisi jumlah rupiah rnasing-masing akunpendapatan belanja
13.Diisi total.rupiah jumlah belanja terkait hibah
14. Diisi kode SAl Unit Eselon /Lokasi/ A.\nJll/ Satker I ,K6de Akilo Pendapatan

sesuai dengan yang ada pada Aplikasi Keuangan
1S.DHsijumlah rupiah rnaSing-maSing.ah."wlpendapatan hlbah
16. Dlisi total rupiah.jumlah pendapatan hibah
17. Diisiuraien keperluat'll)ibah.langsupg·b.entuk.aI:Wlghasa/~Llratberh~a
18. Diisi tanggal· diterbil.k:arul.yaMPHL-BJS (sarna seperti pein2)
19. Diisi tandatangan Pengguna.Anggaran,
20. Diisi nama dan NIl" PenggunaAnggaran

Nomor Uraian

PETUNJUK PENG[SLAl'J
MEMO PENCATATANtIIBAH LANGSUNG BENTUK BAR~G I JASA SURAT
BERHARGA(MPHL-BJS)
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L Diisi.uralan Nama SKPD
2. Diisi nomor MPHLS-&J$
3. Diisi :ta:nggaJ MPHL-BJS
4.Diisi uraian Satkerseeuai yang ada pada MPi-!L-BJS
5. :Qiisi uraian BUD
.0.Diisi tangg:al diterbitkannya Persehijuan MPHL-B.IS
7. Dusi nomor p¢(;rbitan MPHL-BJ.S
8. DiisiTahun Anggaran
9. Diisiuraian perserujuan MRtiL-BJSsesuai dengan yang tercanram pada MPHL-
RJS . ..

10. Diisi kota tempat BUD.dati tanggal penerbitan persetujuan ))l[PFIt>B.JS
11. Dtisi Nama BUD
12. Dusi NIP BUD

NOMOR URA.I.J\.NPENOlSJ.A..1Il

PETl:TNJUK PENGIElIAN PERSli:TUJUA.N MElMO PENCATATAN HlBllH
LANqS"\Jt;O .8El'lTUK BAAANG i JA~A I SlJRAT BERHARG4
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...................................................... (11)

[_ .:.;N:.=lP~..;.;.. -'-'.. .:.::.. .:.::.. ""•.-~.. ':.:.;":.:.;"c.:.:' 'c;.:.:' •• :.;.:_ " ( 121

..................................................... (10)
BENDARARA UMUMDAERAB

Yaitu. (9)

Rp _ .
.Rp : ..

P.:udapatan
Belanja

Telah disctujui Pencatatan -pendapatan Hibab dan belaoja pencatatan Hibah
seiumlah ;

NomorlvlPHL-BJS (2)
Tanggal (3)
.satker __ (4)

BUD .........................................• (5)
Tanggal ...........•.••...................... (6)
NoII1Or ......................•..................(7)
Tahun Anggaran (&)

PERSE1'IJJUAN MEMO PENCATATANHIBAH l..:ANGSUNG BENTUK
BARANG/JASA/SURAT BERHARGA

KQP SKPD !11

6. FORMAT PERSETUJUAN MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG SENTUK
B.-\..AANGJ,JASAjSURAT BERffA~G.A('M.Pf:\L-BJS).· .
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BUPATl HULU SUNGAfTENOAH,

NIP ..N1P ..

Yang mcmerik.sa
Pengguna Anggaran

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran

Rp ..
Rp _ .

Saldo Uang menurut Buku Umum Kas Umum Dacrah,
Regester dan Lain sebagai berikut kcrtas
Perbedaan Posltif/Negalif amara Kas don Saldo kertas
Perbeduan PusitiI/Nllgalif kertas

Sesuai dengan Peraturan Bupari Nomor Tahun _ karni
rnelakukan perneriksaan sctempat pads:
Nama Lengkap . . .
Jabatan _ ..
Berdasarkan Kepurusan Bupari Nomor .._ _........ Tanggal ..
Ditugaskan m..mgurus uang berdasarkan hasit pcmeriksaan kas serta buktl-bukti
}!8Dg berada dalam pcngurus itu, kami menemukan sebagai berikut::

1. Uang kertas : Rp .
2. Uons Legum : RI' ..
3. Saldo Bank : Rp ..
4. Surar/baranv;/ benda bcrhargayang dlizlnkan ;_Bp .._ ..

•Jumlab : Rp .. _ .

Pada han ini .....tanggal ..... bulan .... tabun
ini
Nama Lengkap
Jabatan

... yang bcrtanda tangan dibawah

KOPSKPD
BBruTA ACARA PE:MERIKSMN KAS

7 FORMAT B£RITA A<':'ARAPEMERIKSMI'I KAS.


